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membantu atau menghargai keluarganya sendiri, pihak lainnya 
menganggap hal itu sebagai penghinaan terhadap keluarganya. 
Bila hal tersebut benar-benar terjadi, maka pihak keluarga yang 
merasa dihina biasanya ibu mulai mengadakan intimidasi agar 
anaknya bercerai saja dengan isteri/suaminya. 

Hal-hal yang disebutkan di ·atas adalah dalam hubungan 
perkawinan yang wajar. Dalam perkawinan selarian atau /ao raka 
mone hubungan antara keluarga isteri dan suami diabai­
kan. Bahkan mereka tidak berbicara satu dengan yang lain karena 
ada persoalan yang belum diselesaikan. Persoalan itu adalah adat 
perkawinan anak-anak mereka. 

BEBERAPA ANALISA 

NILAI -NILAI ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN. 

Adat dan upacara perkawinan suku bangsa mBojo erat hu­
bungannya dengan ketentuan-ketentuan di dalam ajaran agama 
penduduknya, yakni agama Islam. Hal ini disebabkan oleh karena 

suku bangsa mBojo 99% adalah penganut agama Islam 
yang fanatik. Hal tersebut juga ada hubungan historis, di mana 
sultan-sultan Biina sejak memerintah selalu mendasarkan pemerin­
tahannya dan urusan kemasyarakatan berdasarkan ketentuan di 
dalam ajaran agama Islam. 

Perkawinan yang dikehendaki oleh masyarakat adalah per­
kawinan yang wajar yakni perkawinan yang dilakukan melalui 
upacara-upacara yang wajar dengan istilah nika taho. Dengan 
nika taho tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan hendaknya 
dila¥ukan atas persetujuan orang tua pihak gadis melalui perun­
dingan di dalam keluarga itu sendiri. Hal ini dapat diinaklumi 
karena mereka sangat terikat dengan keluarga dan kerabat mereka. 

Sekalipun orang tua si gadis sangat menentukan bisa atau 
tidak anaknya kawin , akan tetapi kesempatan bagi si pemuda 
dan gadis untuk mempelajari dan mempertimbangkan kemung­
kinan-kemungkinan untuk diri sendiri baik secara langsung mau­
pun melalui perantara tetap dijamin sekalipun terbatas. 

Apabila pihak orang tua tidak memberi persetujuan terha­
dap perkawinan anaknya, kemungkinan bahwa si anak sendiri 
akan menentukan lain dengan melakukan londo iha. Ini adalah 
gejala biasa yang .menunjukkan pertentangan antara golongan 
umat manusia atau antara individu yang satu dengan yang lain . 
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Dalam keseluruhan adat dan upacara perkawina'n suku bang­
sa mBojo tampak dengan jelas semangat keutuhan keluarga dan 
masyarakat serta sifat ke gotong royongan di antara mereka. Ini 
dapat dilihat dalam sikap anggota keluarga dalam memutuskan 
bert)agai persiapan upacara melalui mbolo weki (musyawarah 
keluarga) serta melalui sumbangan-sumbangan keJuarga (teka­
renee)~ Masyarakat ikut serta bertanggung jawab karena memang 
adat adalah urusan masyarakat pendukungnya. Hal ini akan kita 
lihat dalam upacara-upacara pamaco, deride, akad nikah atau ra­
mah tamah. 

. Sifat musyawarah dan kegotong royongan masyarakat khu-
susnya dalam adat dan upacara perkawinan akan terus berjalan 
sampai waktu yang tak dapat diramalkan akan tetapi team ber-

' keyakinan bahwa kemungkinan bentuk dan intensitasnya akan 
berubah mengingat perkembangan kemajuan, pendidikan maupun 
teknologi di tempat tersebut. 

Sifat kegotong royongan yang tampak dengan jelas dalam 
masyarakat suku bangsa mBojo patut dihormati, demikian pula 
jiwa musyawarah di dalam kehidupan kekeluargaan dan masyara­
kat merupakan inti dalam pelaksanaan setiap upacara perkawinan. 
Sifat-sifat terse but hendaklah dipelihara dan dikembangkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika sifat dan keadaan 
yang telah berlaku sekarang tidak dipelihara dan dikembangkan 
tidaklah mustahil apabila dikemudian hari keadaan masyarakat 
akan semakin buruk dan kemungkinan ketegangan-ketegangan 
sosial yang dapat menghambat kemajuan dalam pembangunan 
pada umumnya. 

HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN 
DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (K.B) 

Setelah kita melihat keseluruhan adat dan upacara perkawin­
an suku bangsa mBojo, marilah kita memperhatikan adakah hu­
bungannya dengan program keluarga berencana? 

Istilah program keluarga berencana tidak ada sama sekali 
di tengah-tengah masyarakat. Sekarang program keluarga beren­
cana sudah tersebar luas dalam masyarakat sekalipun belum men­
capai target yang diharapkan. Setiap perkawinan yang dilakukan 
oleh anggota masyarakat salah satu tujuannya adalah untuk men­
dapatkan keturunan. Anggapan masyarakat tentang kedudukan 
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anak laki-laki dan perempuan, di mana s,eringkali seti~p keluarga 
mengharapkan sejurrilah anak laki-laki dan anak perempuan de­
ngan mengharapkan fungsi dari keturunan tersebut menyebabkan 
keluarga-keluarga suku bangsa m~~ojo menghendaki anak lebih 
dari tiga orang. 

Keluarga-keluarga dari masyarakat pedesaan yang belum 
mengenyam tingkat pendidikan yang memadai masih beranggap­
an banyak anak banyak rejeki. Tetapi pendirian tersebut ber­
ubah di tempat-tempat di mana masyarakatnya telah mengenyam 
pendidikan yang memadai. Di tempat-tempat yang terakhir ini- . 
lah ide dari program keluarga berencana lebih cepat berkembang 
termasuk di desa Jatibaru kecamatan RasanaE. 

Adat dan upacara perkawinan suku bangsa mBojo yang sa­
lah satu tujuan perkawinannya ditetapkan menurut hukum Islam 
yakni untuk memperoleh keturunan telah menjadi keyakinan 
pendukung adat tersebut. Adapun mengenai program keluarga 
berencana yang dicanangkan pemerintah merupakan sesuatu yang 
baru bagi masyarakat terutama tentang ide pembatasan kelahiran 
atau penjarangan kelahiran karena menyangkut teknik dan sering­
kali dihubungkan dengan boleh atau tidak menurut ajaran agama­
nya yakni agama Islam. 

Untuk menyebar luaskan ide keluarga berencana tersebut 
di atas terutama kepada masyarakat yang tingkat pendidikan 
uniumnya masih rendah hanya dap<l;t ditunjang dengan pendekat­
an dari sudu t hukum Islam. Dalam rangka ini peranan para ulama 
sangat besar. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang fanatik 
dengan ajaran agama Islam akan selalu menghubungkan sesuatu 
pembaharuan (ide) dengan ketentuan agama yang dianutnya. 

Usaha-usaha pendekatan dengan menggunakan para pemim­
pin agama dapat dilakukan sejak akad nikah dilaksanakan. Dalam 
kesempatan inilah biasanya para pemuka agama menyampaikan 
khotbah nikah. Khotbah itulah yang diisi dengan anjuran dan 
penjelasan ide keluarga berencana, tanpa menyinggung segala 
aspek adat dan upacara yang mereka lakukan dalam pemikahan 
terse but. 

HUBUNGAN ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN 
DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN 

Setelah kita meneliti dan mempelajari rangkaian adat dan 
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upacara perkawinan suku bangsa mBojo, kini timbul pertanyaan 
adakah hubungan antara adat dan upacara perkawinan tersebut 
dengan Undang-Undang Perkawinan?. Pertanyaan terse but hanya­
lah dapat dijawab apabila kita menelaah secara pundamentil 
baik adat dan upacara perkawinan maupun Undang-Undang 
Pokok Perkawinan yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 1974 
dan mulai efektif setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No­
mor l tahun 1974 tersebut. 

Di dalam ketentuan adat suku bangsa mBojo perkawinan 
yang dianggap baik dan diakui oleh masyarakat adalah londo 
taho yakni suatu perkawinan yang disetujui oleh pihak-pihak 
yang bersangkutan tak terkecuali orang tua dan keluarga dari 
kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Perkawinan khusus­
nya pasal 6. ayat 1 jelas bahwa persetujuan antara kedua belah 
pihak yang bersangkutan merupakan syarat utama bagi dilang­
sungkannya suatu perkawinan. Interv~nsi orang tua khususnya 
orang tua pihak calon pengantin puteri dalam adat dan upacara 
perkawinan suku bangsa mBojo dapat diterima sebagai pelengkap 
dari persyaratan utama dari perkawinan. Hal tersebut mengingat 
tanggung jawab orang tua yang membesarkan dan memelihara 
sejak kecil anak-anaknya. Tak lain tujuannya adalah untuk kebaik:. 
an keluarga dan anak-anaknya belaka. 

Kenyataan membuktikan bahwa persetujuan pihak calon 
pengantin untuk kawin dengan mengesampingkan persetujuan 
orang tua (kecuali pasal 6 ayat 2) akan dapat menimbulkan ke­
retakan dalam masyarakat sekurang-kurangn~a antara keluarga 
pengantin laki-laki dan keluarga pengantin puteri. Padahal kesatu­
an dan persatuan masyarakat merupakan keadaan yang sangat 
dibutuhkan bagi negara yang sedang membangun. 

Ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang Pokok 
Perkawinan khususnya Bab I pasal 1 tentang Dasar Perkawinan 
dan Bab II pasal 8 tentang larangan-larangan perkawinan identik 
dengan penjelasan tertera pada halaman 118 pada naskah adat 
ini . Tampak.nya ketentuan Undang-Undang Jersebut banyak di­
terima dari ketentuan dalam hukum perkawinan Islam, di mana 
sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam bahkan hampir 
seluruh suku bangsa mBojo penganut ajaran.agama lSlam. Banyak 
pula ketentuan-ketentuan dalam . Undang-Undarrg Perkawinan 
sangat erat hubungannya dengan ketentuan ~q_at dan upacara per-
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kawinan sukq, bang~ mBojo baik mengenai perceraian maupun 
hak suami isteri dalam perkawinan. Akan tetapi sebagai ciri dari 
adat di mana ketentuan-ketentuan adat tidak ditulis dalam per­
aturan-peraturan desa dan daerah, maka seringkali menyimpang 
sana sini mengingat kepentingan-kepentingan yang berbeda satu 
dengan yang lain. 

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan berarti 
semua ketentuan adat yang berlaku atau yang m~ngatur 

adat perkawinan suku bangsa mBojo semakin diperkuat dan 
dilindungi. Dilain pihak Undang-Undang Perkawinan bertujuan 
untuk membina ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai 
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa dalam rangkaian 
kegiatan membina hukum nasional yang berlaku untuk seluruh 
bangsa Indonesia. 

Undang-Undang Pokok Perkawinan yang berlaku bagi se­
genap bangsa Indonesia memperkuat ketentuan-ketentuan adat 
yang tegas mengenai perkawinan. Di lain pihak adat dan upacara 
perkawinan diakui oleh negara eksistensinya sebagai norma tak ter­
tulis yang ditaati oleh masyarakat pendukungnya. Karena itu se­
telah Undang-Undang Perkawinan berlaku di desa-desa di kabu­
paten Bima dan Dompu tidak terjadi ketegangan-ketegangan ke­
cuali di sana sini terdapat miss information tentang Undahg­
Undang tersebut. Tetapi hal demikian sudah biasa di dalam suatu 
perubahan apalagi penerapan suatu sistem hukum. Undang-Un­
dang Perkawinan sama sekali tidak menyinggung tentang upacara 
perkawinan, karena itu upacara-upacara perkawinan yang merupa­
kan kekayaan budaya bangsa dapat diteruskan bila perlu dikem­
bangkan sebagai warisan budaya yang tidak akan mengurangi 
eksistensi hukum positif suatu bangsa. Dalam hal inilah dikehen­
daki agar para petugas hukum dapat memahami adat suku bangsa 
tersebut sambil menerapkan ketentuan-ketentuan hukurn yang 
bertujuan mengatur Adat dan Undang-Undang yang tidak berten­
tangan harus berjalan bergandengan. Para petugas penegak hukum 
sekali lagi harus mempelajari hukuin adat dan adat yang berlaku 
dalam · suatu masyarakat. Para petugas ikut menjaga kelestarian 
adat sepanjang tidak menentang Undang-Undang. 
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PENGARUH LUAR TERHADAP ADAT DAN UPACARA 
PERKAWINAN. 

Pengaruh agama terhadap adat dan tipacara perkawinan. 
Suku bangsa mBojo 99% adalah penganut agama Islam yang taat. 
Hukum agama Islam dilaksanakan secara utuh dalain :ml syarat­
syarat perkawinan seperti wali, saksi akad dan maskawiJ:i ·atau 
coi. Demikian pula larangan-larangan perkawinan yang ditetapkan 
dalam ketentuan hukum Islam diikuti sepenuhnya, namun rangkai­
an adat dan upacara perkawinan tetap merupakan warisan yang 
dipelihara dari generasi ke generasi. 

Agama dalam arti yang sempit adalah hubungan antara Tu­
han dan manusia. Hubungan itu mengandung kewajiban-kewajiban 
terhadap Tuhan seperti cinta, percaya kepadaNya. Kewajib~n ke­
wajiban tersebut benar-benar bersifat keagamaan sejati yang ka­
rena isinya diperbedakan baik dari kewajiban moril maupun 
dari kewajiban-kewajiban hukum. Sedangkan adat selain berbeda 
asalnya juga isinya. Adat yang menghendaki peraturan bermasya- . 
rakat yang baik memberikan peraturan-peraturan untuk perbuat­
an lahir manusia. 

Demikianlah kedua norma adat dan agama sama-sama pen­
ting bagi suatu masyarakat adat dan masyarakat yang memeluk 
agama -~~11gan patuh. Karena itulah dalam menyelesaikan upacara 
dan adat perkawinan bagi suku bangsa mBojo menghendaki agar 
kedua nonna baik adat dan agama dihargai dan dipatuhi. Norma 
yang satu berhubungan dengan ketentuan Tuhan dan norma yang 
lain berhubungan dengan ketentuan masyarakat. Jika norma aga­
ma yang dilanggar akan terjadi malapetaka dan siksa bagi mereka 
yang melanggamya sedangkan jika norma adat yang dilanggar me­
reka akan mendapat hukuman langsung dari masyarakat berupa 
tidak disenangi oleh keluarga, dibicarakan, di usir atau di denda. 

Dalam keadaan yang terdesak misalnya suatu perka\\'.inan 
yang tidak disetujui oleh pihak orang tua calon pengantin puteri, 
perkawinan dapat dilaksanakan sebagai perkawinan yang tidak 
baik (/ondo iha). Pihak keluarga calon pengantin puteri tidak me­
nerima perkawinan tersebut dan timbullah perpecahan. Akan te­
tapi dalam waktu dua atau tiga bulan pihak orang tua kembali 
menerima kehadiran anaknya setelah melalui proses tidak senang 
dan masyarakat sudah melupakannya. Ini menunjukkan bahwa 
rasa kekeluargaan dan keagamaan tetap menjadi dasar yang utama 
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atau pengaruh-pengaruh agama lebih menonjol tetapi dengan ti-
dak bennaksud menyinggung adat. · · · 

• Hanya bagian terkecil ·masyarakat seringkali mendahulukan 
ketentuan agama dari ketentuan adaf, demikian puJa ada yang 
mendahulukan ketentuan adat dari· ketentuan agama. Kedua va­
riasi tersebut berasal dari kelompok yarig berbeda yakni kelom­
pok yang berpendidikan dan berkesadaran agama yang tinggi dan 
kelompok masyarakat yang kurang berpendidikan dan kurang 
bewust agamanya, atau berpendidikan tetapi kurang berkesadar­
an agama. 

Team menganjurkan agar masyarakat menghonnati keten­
tuan-ketentuan agama, tetapi juga menghormati ketentuan-ke­
tentuan adat. Karena keduanya dari aspek yang berbeda tetapi 
mempunyai persamaan yakni kedamaian da.n kesejahteraan baik 
secara -individual dan kelompok. 

Pengaruh ekonomi. Ekonomi masyarakat menunjukkan ting­
kat kesejahteraan masyarakat. Pengaruh dari· aspek perekonomian . 
dalam kaitannya dengan adat dan upacara perkawinan berkisar pa­
da kwantitas perkawinan dan perceraian yang ada hubungannya 
dengan tingkat pendidikan masyarakat. Selain itu pula pereko­
nomian atau tingkat kemampuan ekonomi masing-masing indi­
vidu yang kawin akan menunjukkan meriah tidaknya suatu upa­
cara perkawinan, akan tetapi tidak menjadi halangan bagi dilak­
sanakannya semua rangkaian upacara adat perkawinan. Apa sebab­
nya? . Karena yang berkepentingan dalam hal adat bukan saja 
individu yang bersangkutan melainkan juga masyarakat dan ke­
luarga. Sumbangan-sumbangan untuk perkawinan tersebut akan 
diberikan oleh keluarga dari kedua belah pihak melalui teka renee 
atau melalui upacara pamaco atau ramah tamah. Media dan lem-· 
baga tersebut bersifat gotong royong. 

Tegasnya ekono!W,. tidak akan mempengaruhi jalannya adat 
dan upacara perkawinan karena upacara dan adat tersebut dapat 
disederhanakan dengan tidak menghilangkan isinya. Biaya-biaya 
dalam perkawinan bagi seorang yang tak mampu akan dapat di­
rjngankan dengan ikut campurnya keluarga dan masyarakat. 

Pengaruh pendidikan. Adat dan upacara perkawinan suku 
bangsa mBojo hingga sekarang tetap merupakan milik suku bangsa 
mBojo. Baik pendidikan umum maupun pendidikan agama di 
kabupaten Bima dan kabupaten Dompu tergolong maju jika 
dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Nusa Tenggara 
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Barat. 
Kemajuan pendidikan tersebut tampak pengaruhnya di­

kalangan suku bangsa mBojo terutama yang hidup di perkotaan. 
Pengaruh-pengaruh tersebut tidak berwujud pada isi adat melain­
kan pada penyelenggaraan upacara yang tergambar pada tempat 
upacara yang biasanya dilakukan di paruga dialihkan pada gedung 
pertemuan atau ruangan sekolah, pakaian siki _diganti_ dengan 
pakaian nasional pantalon dan jas serta dasi. 

Tetapi dalam perjalanan sejarah perkembangan adat dan 
upacara perkawinan suku bangsa mBojo perlu dicatat gerakan 
pembaharuan pada sekitar tahun 1955 yang dipelopori oleh ge­
rakan politik dan pendidikan Islam yang menghendaki pemba­
haruan pikira-n masyarakat dari sudut pan(jangan Islam. Gerakan 
tersebut bertujuan menghapus lembaga adat kerajaan yang diang­
gap feodalisme ternyata merembet pula kepada ma_salah budaya 
dan adat. Pada saat itulah dimulai suatu reaksi yang menganggap 
beberapa cabang adat sebagai peninggalan hinduisme. Suara ter­
sebut . kadang-kadang masih terdengar sekalipun dengan samar­
sarflar dalam masyarakat . 

Pada masa sekarang dan dimasa dep_an pendidikan akan me­
megang_ peranan penting dalam pembinaan dan pengembangan 
adat dan upacara perkawinan. Hal tersebut disebabkan orang se­
makin sadar dan mengerti bahwa adat adalah kekayaan budaya 
bangsa yang harus dipelihara dan dikembangkan sepanjang tidak 
merugikan pem bangunan dan tidak bertentangan dengan sikap 
dan pandangan hidup bangsa. Langkah-langkah kearah tersebut 
telah dimulai baik melalui pen~litian ini maupun rehabilitasi ben­
da-beda budaya dan pembinaan lainnya oleh Departemen P dan K 
dan pemerintah daerah. 

0000000 
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A 

abangan 
adat 
adat erosi 
adi 
adil ling ukum 
aji krama 
akad 
akad nikah 
ama cempe 
ama ruka 
amaq 
anajada 
anak kanae 
anak peras 
andang-andang 

B 

bagi pegawean 
bai balok 
bale mesaq 
bale penyeboqan 
batik petindoan 
batik tanpak 
bangkol 
bapa 
basa alus 
basajamaq 
basa mengina 
bedak keramas 
bejango 
bekenulewan 
belian 
bero 
berumpak 
berumpak naga 
berugaq 

'I • f' #) •ft • ~ • l· 

.I ,:N ,0 . E K S 
... , ' . ,t. • . 

( •t. , . ., :l 

r. .. - .Jbija~ari 

· ., ... bilal 
~ : ' . ·Jbokor 

1,. , • J J, ·! • !bo 

... 

,.." .-,. · ·boho oi ndeu 
• 1 •• ' ., bun ti 

campo dua kati , .. ' . 
· campo wa1 

.• .. .. • .. cepe kaneve 
. .,, " t i: .. · cepe lebe 
~ : · . __ . : cina bu ta 

•, ,, 

. ·-. · .. : 
·. : cina sabua loko 
· cocol 

. , 

... 
· coi 

D 

· dedare 
dedosan 
den de 
dibuang 
dodot 
doe pusaka 
doe tengaq 
doe matua 

E 

epen gawe 

F 

ferdit 

G 

gantiran 
gelarang 
gumi selaparang 

t' • I 
t > t . , 

} ; _! . 

.> .c: ! Ii. 

I • ~ I " 

l' • 

... 
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H lao tio batu 

had rah lao toke ncai 
lebenai 

-I iekesan 
lelamar 

iddah loloh 
ina bunti -lombok adi 
ina cempe . -lomook m.irah 
inaq londo iha 

-:inaq di londo rannu 
inaq kaka londo taho 
inaq keliang tuput 
ipar 
Islam waktu telu M 

J 
mahar 
mashukum 

jajar karang mbalo weki 
jejawan mbuipu ntaruna 
jeruman . megat dedosan 
juli megat kepeng 

K 
melakoq 
meleang 

kahampa rasa memagah 
kalondo wei memaling 
kainpo memaren 
kapanca menarih 
karinga menasa sekali 
kawin tadong menempon 
keliang menyowok 
kemele mesaq merarik 
kepeng bolong merosok gigi 
kiayi kampung mi dang 
kirangan mo sot 
krama desa muhrim 

L N 

lao ngupa wei ncai weki 
lao raka mone ncengga 
lao sodi siwe nee angi 
lae tio batu Nga yo 
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ngawinang R 
ngelengkak rad en 
ngelewaq rarnah tarnah 
ngerapahang wirang rapah 
ngerorod rasa 
nggernpe rasa desa 
nika renten 
nika londo renten kuni 
nika rnpungga rirnpu 
nurut nina robo 
nyatris rojo 
nyelabar 
nyerah hukurn s 
nyongk.ol 

saksi 
0 salirnba 

sancuu ornpu nae 
sarai Uma ompu panati 
sejati ornpu wai 
sekurenan osap 
selabar 

p selapawis 
selarian pamaco 
semeton kuni panati 
semeton pendait pancaria 
siki panta jungge 
siwe bacina mone paruga 
sodi angi pebuan 
sodi ntaruna pejoloq 
soji peiebur bas(! 
sol oh pelengk.ak 
sorong serah pernbayun 
subandar-pernuput selabar 
sukalokaq pernusungan 

penganten burung 
T pengapean 

perrnenak 
teruma pesangu 

punggawa so 
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teruq waa pill 
tuanguru waktu lima 
tuaqlok~q wall nikah 
turun bibit warang 
turun wall 'waro 

u wii nggahi 
'wii tero ba rahi 

um a wii tero ba wei 
umapanggu 
umaruka z 
w zikir hadrah 

waa coi 

• IQ 
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SKALA 
PETA WIASI '!•OAMATAN SE NUSA TENGGARA BARAT 
-----1- ------ --------------- ------------ =375KM 

LA UT JA WA I LAUT FLORES 

( 
t!? 

~,, I .... , ·' 

;~: ,,,,..,, .· ""'i-2''! . Y: --· ·; .. r ~ 
'/i~t/~.~/;f::t{~-' ; 

SAMUD E RA ' INDONESIA 

I . Mataram 
2. Ampenan 
3. Cakranegara 
4. Narmada 
5. Kediri 
6. Gerung 
7. Tanjung 
8. Gangga 

11. Jonggat 
12. Praya Baral 
13. Pujut 
14. Praya 
15. Praya Timur 
16. Janapria 
17. Kopang 
18. Batu Kliang 

21. Masbagik 
22. Aikm•I 
23 . Sembclia 
24. Pringgabaya 
25. S ukamulia 
26. Sclong 
27. Sakra 
28. Kruak 

3 1. Seteluk 
32. Alas 
33. Utan rhee 
34. Batu Lanteh 
35. Lunyuk 
36. Ropang 
37. Moyo Hulu 
38. Sumbawa 

41. Plampang 
4 2. Empang 
43 . Kempo 
44. Dompu 
45. Kilo 
46. Hulu 
47. Monta 
48. Woha 

51. Rasanc 
52. Belo 
53. Wawo 
54 . Sape 
55. Wera 
56. Sanggar 

9. Dayan 
I 0. Pringgarata 

19. 1;£rara 
20. SUcur 

29. Jereweh 
30. Taliwang 

39. Moyo Hilir 
40. Lape Lopok 

49. Bolo 
50. Donggo 

., 
Q, .. 

Cl) 

.. 
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KETERANGAN 
I. Jereweh 
2. Taliwang 
3 . Seteluk 
4 . Alas 
5. Utan Rhee 
6 . Batu Lanteh 
7. Lunyuk 
8. Ropang 
9 . Moyohulu 

PETA KECAMATAN PULAU SUMBAWA 
SKALA: ----- -------- - - --------- --- -- =275KM 

l A UT FLORES 

0 

INDONESIA 

10. Sumbawa Besar 19. Donggo 

D 11 . Moyohilir 20 . Bolo = BATAS KABUPATEN 
12. Lape Lopok 2 1. Monta 
I 3. Plampang 22. Woha D = BATAS KECAMATAN 
14. Empaog 23. Belo 
15. Kempo 24. Rasane E 

~ 16. Dompu 25 . Wawo = KOTA KECAMATAN 
17 . Kilo 26. Sape 
18 . ·Hu 'u 27. Wera 

28 . Sanggar 
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